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Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Non Karyawan dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi 

Yusak David Hizkiel 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari tax amnesty dan sanksi 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan dengan pelayanan fiskus 

sebagai variabel pemoderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. 

Populasi penelitian merupakan seluruh wajib pajak orang pribadi non karyawan 

yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Matraman. Sampel pada penelitian ini dipilih 

dengan menggunakan metode random sampling. Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisa regresi berganda dan analisa regresi moderasi menggunakan alat uji 

SPSS 25. Hasil penelitian menunjukan tax amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan 

wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 

pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan 

fiskus dalam penelitian ini dapat memoderasi hubungan antara tax amnesti terhadap 

kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak dapat memoderasi hubungan 

antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci: Tax Amnesty, sanksi pajak, pelayanan fiskus, kepatuhan Wajib Pajak 

Non Karyawan 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of tax amnesty and fine tax on non-employee 

taxpayer compliance against fiscus services as moderating variables. Quantitative 

research method is used in this study. The object of this study are all non-employee 

individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Matraman. The sample in 

this study were selected using random sampling method. Multiple regression 

analysis is used and analyzed using SPSS 25 test tool. The results show that tax 

amnesty has an effect on taxpayer compliance, fine tax have no effect on taxpayer 

compliance, fiscus services has no effect on taxpayer compliance. Fiscus services 

in this study can moderate the relationship between tax amnesty on taxpayer 

compliance and fiscus services cannot moderate the relationship between fine tax 

on taxpayer compliance. 

Key Words: Tax amnesty, fine tax, fiscus service, non-employee taxpayer 

compliance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2018). Menurut Sommerfeld Ray 

M., Anderson Herscel M., & Brock Horace R (Pajak, 2019) mengemukakan 

pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan 

yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk menjalankan pemerintahan mencapai tujuan ekonomi dan 

sosial. Selain itu, Menurut Adriani (2019) menyebutkan bahwa pajak adalah 

iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi 

kembali, langsung dapat ditunjuk guna membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintah. Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) juga menyatakan bahwa 

pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan realisasi penerimaan 

pajak juga telah melampaui target yakni sebesar Rp1.277,5 trilliun atau 103,9 
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persen dari target Rp1.229,6 trilliun. Pertumbuhan ini mencapai 19,2 persen 

dari penerimaan pajak tahun 2020 yakni sebesar Rp1.072 yang diakibatkan 

oleh dampak pandemi Covid-19, jadi penerimaan pajak mencapai Rp47,9 

trilliun lebih tinggi dari target APBN. Penerimaan pajak 2021 tercapai setelah 

pemerintah mampu menempuh kebijakan yang cukup konservatif sebagai 

respons terhadap kondisi force majeure Covid-19 yang sangat berdampak di 

bidang ekonomi baik global maupun domestik. Pencapaian target penerimaan 

pajak tahun 2021 terealisasi karena faktor harga minyak mentah dan 

komoditas yang naik secara signifikan. Tren harga minyak yang naik secara 

signifikan sangat berdampak dalam penerimaan negara dimana pemerintah 

tidak perlu melakukan upaya extra karena pundi-pundi rupiah secara otomatis 

masuk ke kas negara dalam bentuk PPh migas. Dalam sektor pertambangan 

juga terjadi pertumbuhan sebesar 60,52 persen, angka tersebut cukup 

signifikan karena tahun terkontraksi 43,4 persen. Dengan pertumbuhan 

sebesar 60,5 persen, sektor ini menyumbang pundi rupiah sebesar Rp111,5 

tilliun ke kas negara atau naik sekitar Rp42 trilliun dari peneriaan sektor 

pertambangan tahun 2020 sebesar Rp69,5 tilliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPh tumbuh di 

angka 17,4 persen dengan realisasi Rp696,5 trilliun atau 101,9 persen dari 

target APBN 2021 sebesar Rp683,7 trilliun. Menariknya, jika mencermati 

kinerja jenis pajak non migas, kontribusi penerimaan PPh orang pribadi non 

karyawan masih tidak bergerak dari angka 1 persen. Anggota Komisi XI DPR 

dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan keberhasilan Dirjen Pajak 
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mencapai target penerimaan pajak tahun 2021 tidak bisa lepas dari berkah 

kenaikan harga komoditas dan energi yang dapat mendorong aktivitas 

perdagangan internasional dan pemerintah harus menyiapkan extra effort 

untuk berjaga-jaga mengingat pergerakan harga komoditas yang volatil. Hal 

ini dapat diartikan jika realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sebanyak 

Rp1.277,5 trilliun, kontribusi dari penerimaan PPh Orang Pribadi Non 

Karyawan hanya sebesar Rp12,7 trilliun. Kontribusi PPh Orang Pribadi Non 

Karyawan ini terlihat sangat timpang, perbandingan kinerja penerimaan PPh 

OP karyawan yang kontribusinya sebanyak 11 persen atau Rp140,5 trillliun 

yang dapat diartikan bahwa kelas pekerja masih mensubsidi orang kaya. 

Menurut Data Forbe’s Real-Time Billionaires menyatakan ada 5 konglomerat 

asal Indonesia yang berhasil menambah kekayaan sepanjang 2021 dimana 

total kekayaannya setara Rp848,26 trilliun atau naik Rp310,02 trilliun dari 

akhir tahun 2020 sebesar Rp538,24 tilliun hal ini dapat meningkatkan 

penerimaan PPh OP Non Karyawan yang seharusnya lebih tinggi dari Rp12,7 

trilliun. 

Dengan masih tidak dijabarkannya kontribusi penerimaan pajak dari 

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Non Karyawan kita dapat mengacu 

pada data pada tahun 2020, dimana rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Non Karyawan hanya mencapai 1,75 juta wajib pajak atau 52,45 

persen lebih rendah dari rasio kepatuhan formal 2019 sebesar 2,31 juta wajib 

pajak atau 75,31 persen. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Rancangan 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) membuat 
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beberapa peraturan ketentuan tata cara perpajakan yakni memberlakukan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan pemerintah merubah 

ketentuan tari dan bracket pajak penghasilan (PPh) dengan tujuan untuk 

memberikan asas keadilan.  

Tabel 1. 1 

Perubahan Lapisan dan Tarif Penghasilan Kena Pajak 

 UU PPh RUU HPP 

Lapisan 

Tarif 

Rentang 

Penghasilan 

Tarif Rentang Penghasilan Tarif 

I 0 – Rp 50 juta 5% 0 – Rp 60 juta 5% 

II >Rp 50-250 juta 15% >Rp 60-250 juta 15% 

III >Rp 250-500 juta 25% >Rp 250-500 juta 25% 

IV >Rp 500 juta 30% >Rp 500 juta-5 

milliar 

30% 

V - - >Rp 5 milliar 35% 

Sumber: RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021 

Tabel 1.1 merupakan perubahan lapisan tarif penghasilan kena pajak 

dimana perubahan dari 4 lapisan menjadi 5 lapisan tarif pajak dan sebagai 

catatan rentang penghasilan tersebut berdasarkan penghasilan dalam satu 

tahun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak menyatakan 

adanya peningkatan rentang penghasilan atas lapisan tarif pajak penghasilan 

akan membantu banyak orang pribadi dan karyawan. Sebab, yang awalnya 
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wajib pajak dengan penghasilan Rp 60 juta/tahun termasuk lapisan dengan 

tarif 15% dengan perubahan lapisan baru ini wajib pajak tersebut akan 

dikenakan lapisan tarif hanya 5%. Yon (2021) juga menambahkan dari 

statistik di area lapisan pertama terdapat lebih dari 2 juta wajib pajak yang 

akan terbantu dengan skema lapisan terbaru ini. Dengan peraturan terbaru ini 

wajib pajak orang pribadi non karyawan atau masyarakat dengan penghasilan 

besar diharapkan berkontribusi lebih banyak dan dapat mencerminkan prinsip 

kebersamaan dan gotong royong dan diharapkan  

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan keadaan dimana wajib pajak 

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendapatkan hak 

perpajakannya (Saputra & Nurmanto, 2018). Pemenuhan pelaporan surat 

pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak terutang yang dibayarkan tepat 

waktu oleh wajib pajak dan sesuai penghasilan yang dilaporkan dapat 

mencerminkan sikap patuh oleh wajib pajak (Gita & Hidayatulloh, 2019). 

Berdasarkan beberapa definisi kepatuhan pajak dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi wajib pajak patuh dan dengan sukarela melakukan kewajiban 

perpajakannya, maka pendapatan negara dari bidang pajak akan meningkat. 

Pendekatan teoritis utama untuk kepatuhan pajak umumnya dibagi menjadi 

dua yakni pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku (Sani & Sulfan, 

2022). Perilaku dari wajib pajak yang berpandangan dari sisi psikologi 

individu pada saat ingin melakukan suatu tindakan atau dapat disebut teori 

perilaku terencana (Kan & Fabrigar, 2017). Menurut Azjen (2010), seorang 

individu sebelum melakukan suatu tindakan akan memikirkan dan melakukan 
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pertimbangan akibat dari suatu hal dan memutuskan untuk melakukan 

tindakan tersebut atau tidak. Faktor yang dapat terkait dalam teori perilaku 

terencana adalah keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan 

kendali. Keyakinan perilaku menghasilkan sikap positif atau negatif, 

keyakinan normatif menghasilkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan 

dari hasil tekanan sosial dan akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang 

atau individu. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah tax amnesti, sanksi 

pajak dan pelayanan fiskus guna dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dalam pemenuhi kewajiban perpajakan. 

Tax amnesti adalah salah satu faktor wajib pajak untuk melakukan 

kewajiban perpajakannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 tahun 2016 tax amnesti adalah penghapusan pajak terutang, tidak 

dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan dengan cara mengungkapkan harta serta membayar uang tebusan. 

Hal ini berkaitan dengan wajib pajak yang masih tidak melakukan kewajiban 

perpajakannya dikarenakan wajib pajak menghindari pengenaan sanksi pajak 

yang mungkin sudah terlalu besar. Dengan adanya tax amnesti, diharapkan 

wajib pajak bersedia melaporkan semua harta kekayaannya secara benar dan 

akurat yang dapat meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini belum 

dibayarkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin, Novanty, Muhsin 

dan Sumiadji (2018) menunjukkan bahwa implementasi tax amnesti 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Faktor kedua dalam penelitian ini adalah sanksi pajak merupakan 

dorongan yang berasal dari luar diri individu untuk membayar kewajiban 

perpajakan atau dapat disimpulkan seorang individu terpaksa melakukan 

suatu hal karena dorongan situasi (Jatmiko, 2009). Menurut Paramaduhita 

dan Mustikasari (2018) sanksi perpajakan dibagi dua yakni sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi adminstratif berupa denda dan 

kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan penjara 

yang diakibatkan karena adanya pelanggaran peraturan perpajakan yang 

dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi pajak cenderung menimbulkan 

penghindaran pelanggaran peraturan perpajakan dikarenakan adanya 

konsekuensi jika tidak melakukan kewajiban perpajakan. Namun, jika sanksi 

dianggap menindas, maka akan timbul perlawanan dari wajib pajak dan akan 

berdampak pada penurunan kepatuhan. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Ode Anto, Husin, Hamid dan Bulan (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian ini menggunakan grand theory of planned behavior dalam 

upaya mendukung tingkat keabstrakan penelitian. Theory of Planned 

Behavior merupakan pandangan mengenai keyakinan individu terhadap yang 

mempengaruhi suatu tanggapan seorang individu, baik positif maupun 

negatif. Theory of planned behavior menurut Ajzen (2006) adalah teori yang 

berpandang dari sisi psikologi individu pada saat melakukan suatu tindakan. 

Sebelum melakukan tindakan atau perilaku individu akan melakukan 

pertimbangan akibat dari hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan 
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tindakan tersebut atau tidak. Perilaku individu timbul karena adanya niat 

untuk berperilaku (Tiraada, 2013). Dalam hal ini, Theory of planned behavior 

berhubungan dengan niat untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu 

behavioral beliefs yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan 

evaluasi atas hasil tersebut, normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan 

normatif orang lain dan motivasi dalam pemenuhan harapan tersebut dan 

control beliefs yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung 

atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang 

seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut 

(perceived power).  

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku individu 

dipengaruhi oleh asumsi bahwa seorang individu akan berniat menampilkan 

suatu perilaku tertentu jika individu tersebut berfikir seseorang yang ahli di 

bidang tersebut mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. (normative 

beliefs). Kemudian, niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh adanya 

pelayanan fiskus yang ahli dan dianggap dapat membantu wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, pelayanan fiskus menjadi 

variabel moderasi dalam penelitian ini. Pelayanan fiskus merupakan cara 

fiskus atau petugas pajak dalam membantu wajib pajak mengurus atau 

menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak tersebut. 

Secara empiris, telah dibuktikan bahwa semakin baik pelayanan yang 

diberikan oleh fiskus dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, maka 

seakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Sehingga, 
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palayanan fiskus memungkinkan memoderasi faktor dalam penelitian ini 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Kartikaningdyah dan Nuzurawan (2019) menyatakan 

pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian, 

penelitian yang dilakukan oleh Kamela (2020) menunjukkan bahwa Theory 

of Planned Behavior berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Tabel 1. 2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2016-2020 

Uraian 2020 2019 2018 2017 2016 

Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT (juta) 

a. Karyawan 14,172 13,819 13,748 13,446 16,817 

b. Non Karyawan 3,351 3,042 2,452 1,964 2,133 

SPT Tahunan PPh 

a. Karyawan 12,105 10,120 9,875 10,065 10,607 

b. Non Karyawan 1,757 2,310 1,821 1,208 935 

Rasio Kepatuhan (%) 

a. Karyawan 85,41 73,23 71,83 74,86 63,08 

b. Non Karyawan 52,44 75,93 74,28 61,53 43,83 

Sumber: Data Laporan Tahunan DJP Tahun 2020 

Data dari tabel 1.2. menunjukan secara umum capaian kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi dalam tingkat nasional belum mencapai rasio 100% atau 

kondisi ideal dari kepatuhan wajib pajak. Rasio kepatuhan wajib pajak 
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karyawan pada tahun 2020 mengalami kenaikan namun berbalik terbalik 

dengan wajib pajak non karyawan. Fakta tersebut menunjukan adanya 

masalah dalam pemenuhan capaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak di 

Indonesia, terutama sektor Wajib Pajak Non Karyawan dimana golongan 

wajib pajak ini melapor SPT Tahunan PPh OP (Form 1770) medapatkan 

penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja 

dan dikenakan PPh Final. Pendapatan negara dari bidang penerimaan 

perpajakan sangat diharapkan agar dapat membantu perekonomian di 

Indonesia.  

Penerimaan pajak dari wajib pajak non karyawan bisa mendongkrak 

perekonomian Indonesia. Pemerintah membuat lapisan tarif pajak 

penghasilan orang pribadi dari awal 4 lapisan menjadi 5 lapisan namun 

populasi wajib pajak orang pribadi paling banyak ada pada lapisan pertama 

(5%) yakni 84% atau sebanyak 8,81 juta orang, lapisan kedua (15%) sejumlah 

1,27 juta orang atau 12,1%, lapisan ketida sejumlah 240 ribu orang atau 2,3% 

dan lapisan populasi keempat (>500jt) sebanyak 166 ribu orang atau 1,64% 

(DJP, 2021). Hal ini menimbulkan fakta bahwa lapisan bawah (karwayan) 

cenderung lebih patuh di karenakan sebagai karyawan pajaknya sudah 

langsung dipotong oleh pemberi kerja. Jumlah penerimaan pajak dari wajib 

pajak non karyawan di KPP Matraman pada tahun 2020 mencapai Rp13,3 

Milliar, hal ini menunjukan bahwa penerimaan dari satu KPP yakni KPP 

Matraman punya potensi untuk menaikan jumlah pendapatan negara dari 

penerimaan wajib pajak non karyawan yang selama ini dikatakan tingkat 
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kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan jauh dari kata 

memuaskan. Namun, penerimaan pajak di KPP Matraman masih belum 

memuaskan dan memiliki tingkat rasio kepatuhan yang masih belum 

mencapai 100% , untuk itu diperlukan perhatian dalam upaya meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak non karyawan di KPP Matraman agar dapat 

meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam bidang penerimaan 

perpajakan. 

Tabel 1. 3 

Jumlah WP Non Karyawan dan Penerimaan Pajak 2016-2021 KPP 

Matraman 

Tahun Jumlah 

WP Non 

Karyawan 

Pertumbuhan 

WP Non 

Karyawan 

(%) 

Jumlah 

Penerimaan 

Pertumbuh

an 

Penerimaa

n Pajak 

(%) 

2016 7.979 - Rp 21.500.614.240 - 

2017 8.611 7,9 Rp 21.892.223.457 1,8 

2018 10.001 16,1 Rp 19.154.770.265 (12,5) 

2019 9.299 (7,0) Rp 7.330.459.968 (61,7) 

2020 13.122 41,1 Rp 10.864.947.657 48,2 

2021 14.087 7,4 Rp 13.324.460.470 22,6 

Sumber: Data Olahan KPP Matraman, 31 Desember 2021 
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Berdasarkan Tabel 1.3. dapat disimpulkan bahwa adanya 

ketidakstabilan baik dari peningkatan jumlah WP Non Karyawan maupun 

tingkat penerimaan di KPP Matraman. Hal ini menunjukan masih banyak 

wajib pajak non karyawan yang masih belum patuh dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan penerimaan pajak yang 

belum maksimal. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 7.979 WP Non 

Karyawan dengan jumlah penerimaan sebesar Rp21,5 Miliar. Kemudian pada 

tahun 2017 terjadi peningkatan terhadap jumlah WP Non Karyawan sebesar 

7,9% menjadi 8.611 WP Non Karyawan dan jumlah penerimaan pajak 

sebesar 1,8% berjumlah Rp21,8 Miliar. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan 

kembali sebesar 16,1% menjadi 10.001 WP Non Karyawan namun 

mengalamai penurunan penerimaan pajak sebesar 12,5% berjumlah Rp19,1 

Miliar. Pada tahun 2019, jumlah WP Non Karyawan mengalami penurunan 

yang lumayan drastis menjadi 9.299 WP Non Karyawan dengan penurunan 

penerimaan pajak yang signifikan sebesar 61,7% berjumlah Rp 7,3 Miliar. 

Selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah WP Non 

Karyawan sebesar 41,1% menjadi 13.122 WP Non Karyawan dengan 

penerimaan pajak sebesar 48,2% sebesar Rp 10,8 Miliar. Dan pada tahun 

2021 dengan data olahan terakhir pada 31 Desember jumlah WP Non 

Karyawan mengalami peningkatan sebesar 7,4% atau 14.087 WP pajak dan 

penerimaan pajak sebesar 22,6% sebesar Rp13,3 Miliar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Intrada, Wahyudi. dan Azwardi 

(2019: 52), menunjukkan bahwa tax amnesti dan sanksi perpajakan 
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berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak WP OP di Kota Palembang. 

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Kartikaningdyah dan 

Nuzurawan (2019: 239), dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus dan 

sanksi pajak berpengaruh positif terhadap keinginan wajib pajak melakukan 

kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh 

Nurkhin, dkk (2018:252), menunjukkan hasil bahwa penerapan tax amnesti 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawati dan Yulianto (2018: 22), juga menunjukkan hasil 

penelitan bahwa tax amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Namun, pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak dan 

pelayanan fiskus secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Selain itu, kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Diamastuti dan Hardanti (2019:101), menunjukkan bahwa tax amnesti tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan, terdapat 

beberapa faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang 

relatif sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah 

subjek penelitian yang akan diteliti, lokasi penelitian, dan variabel 

penelitian. Pada penelitian ini memiliki spesifikasi subjek penelitian yaitu 

WP Non Karyawan di KPP Matraman. Penelitian ini dilakukan di KPP 

Matraman dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh mulai dari tahun 

2016 hingga tahun 2021, tingkat kepatuhan WP Non Karyawan di KPP 

Matraman menunjukan ketidakstabilan dan rasio kepatuhan yang tidak 
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mencapai 50%. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP Non Karyawan di KPP 

Matraman. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Jumlah penerimaan pajak dari Wajib Pajak Non Karyawan yang tidak 

stabil dan tidak sesuai dengan target 

2. Jumlah penerimaan pajak Wajib Pajak Non Karyawan yang menurun. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dari permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1.  Penelitian ini hanya berdasarkan data wajib pajak non karyawan yang 

terdaftar di KPP Matraman 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, berikut 

merupakan perumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Apakah Tax Amnesti mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Non 

Karyawan? 

2. Apakah Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Non 

Karyawan? 
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3. Apakah Pelayanan Fiskus mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Non 

Karyawan? 

4. Apakah Pelayanan Fiskus memperkuat pengaruh Tax Amnesti terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan? 

5. Apakah Pelayanan Fiskus memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan, berikut ini merupakan tujuan dalam penelitian ini: 

1. Untuk menganalisis pengaruh tax amnesti terhadap kepatuhan 

wajib pajak non karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak non karyawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak non karyawan. 

4. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus memperkuat 

pengaruh tax amnesti terhadap kepatuhan wajib pajak non 

karyawan. 

5. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus memperkuat 

pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak non 

karyawan. 

B. Manfaat Penelitian 



16 

 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan baik dari tax amnesti dan 

sanksi pajak sehingga Wajib Pajak bersedia dalam membayar 

kewajiban perpajakannya dengan kualitas pelayanan fiskus yang 

mumpuni. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait 

persepsi masyarakat mengenai tax amnesti dan sanksi pajak 

sehingga negara dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan 

penerimaan negara dari perpajakan. Kemudian, diharapkan agar 

fiskus (petugas pajak) dapat meningkatkan kualitas pelayanannya 

terhadap Wajib Pajak yang efektif dalam kinerja, responsif dalam 

keluhan Wajib Pajak, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

kegiatan instansi pajak dan konsisten memberikan pelayanan 

yang prima agar penerimaan pajak akan lebih optimal. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Ilmu 

pengetahuan baik di bidang akuntansi maupun umum agar dapat 

menambah referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya 

dalam mengembangkan faktor yang mempengaruhi persepsi 
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Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yang 

dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu tax 

amnesti, sanksi pajak dan pelayanan fiskus kepada Wajib Pajak. 

1.6 Kontribusi Penelitian 

Peneliti memberikan pengetahuan mengenai hasil penelitian yang telah 

dilakukan kepada pembaca, wajib pajak dan ilmu pengetahuan sebagai 

referensi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, diharapkan pembaca 

dapat mengetahui pengaruh tax amnesti dan sanksi pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak non karyawan dengan pelayanan fiskus sebagai variabel 

moderasi. Dengan demikian akan menambah wacana dan inovasi baru dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak non karyawan sehingga memicu 

pertumbuhan penerimaan pajak secara positif. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, mengacu pada prinsip dasar metode penulisan 

ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup latar belakang permasalahan, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian 

serta sistematika pembahasan penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini dijelaskan terkait definisi konseptual variabel 

atau grand theory, kaitan antar variabel, serta kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan 

teknik pemilihan sampel, operasionalisasi variabel dan 

instrument, analisis validitas dan reliabilitas, serta teknik 

analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan deskripsi subyek penelitian, 

deskripsi obyek penelitian, hasil uji asumsi, dan hasil uji 

hipotesis penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini akan menjadi penutup dalam penelitian yang 

meliputi kesimpulan penelitian serta menjelaskan 

keterbatasan penelitian dan memberikan saran bagi 

penelitian selanjutnya 
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